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Lampiran
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat
diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi
stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh
sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan
standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah.Pemerintah memberikan tugas
penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun kepada PT. TASPEN (
Persero ).Secara garis besar produk dan layanan PT. TASPEN (Persero) adalah
pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang kualitas yang
dirancang oleh PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar untuk
memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian dalam bentuk
deskriptif. Adapun fokus penelitian berdasarkan dimensi kualitas pelayanan yang
dirumuskan oleh Parasuraman, meliputi tangible, reliability, responsiveness,
assurance, dan empathy. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data
sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui
wawancara,observasi,dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah
dengan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif, pengorganisasian dan
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan
PT. TASPEN (Persero) KCU Makassar dalam tangible sudah memuaskan dengan
ketersediaannya gedung yang strategis, ruang tunggu yang nyaman dan
bersih,dalam reliability sudah memiliki kehandalan yang baik dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat, dalam responsiveness masih buruk karena dalam
proses pengurusan pensiun atau klim masih ada keterlambatan dalam proses
penyelesaian, dalam assurance tidak adanya jaminan atas penyelesaian
pelayanan bagi masyarakat, dalam empathy sikap yang kurang baik dalam proses
penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para penerima layanan.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, PT. TASPEN
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Public service is one of the important tasks that can not be ignored by the
government, especially for local governments. because if the service component
stagnated then almost certainly will impact on all sectors congestion, therefore,
necessary to have good planning and even need to be formulated standards of
service to the public in accordance with the authority granted by the central
government to local authorities so that quality services can be realized.
Government gives the stewardship and management of the pension fund program
to PT. TASPEN (Persero) .As for the products and services of PT. TASPEN
(Persero) is a payment service pension Civil Servants (PNS).
This study aims to give an idea of the quality of service PT. TASPEN
(Persero) Main Branch Office Makassar in the delivery of services that satisfy
consumers. This study used a qualitative approach to the type of research in
descriptive form. The focus of the research is based on service quality dimensions
formulated by Parasuraman, covering tangible (physical evidence), reliability
(reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (guarantee), and
empathy (empathy). The fifth indicator is then translated into several items
presented research questions in the interview process with the associated
resource.
These results indicate that the quality of services provided by PT. TASPEN
(Persero) KCU Makassar is based on five dimensions of quality by Parasuraman
that the tangible dimensions (physical evidence) has been satisfactory with the
availability of the building is located, comfortable waiting area and clean, the
dimension of reliability already has a good reliability in providing services for
society is characterized by reliability gave the employees in service to society, the
dimensions of responsiveness is bad because in the process of obtaining a
pension or claims there are still delays in the settlement process, the dimension of
assurance (guarantee) the absence of collateral for the span of settlement services
for society, the dimensions of empathy (empathy) still found a poor attitude in the
process of completion of service desired by the recipients of the service.
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1BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan
pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian
otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintahan seringkali
dipergunakan secara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi
pelayanan perijinan dan pelayanan umum,serta pelayanan publik. Hal tersebut
sangat terkait dengan pelayanan publik sebagai suatu pelayanan atau pemberian
terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas umum, baik jasa maupun
non jasa, yang dilakukan oleh organisasi dalam hal ini pemerintah atau swasta.
Pelayanan publik tidak mudah dilakukan, dan banyak negara yang gagal
melakukan pelayanan publik yang baik bagi warganya karena kondisi yang rumit,
sengaja dibuat berbelit-belit, boros, terlalu prosedural, tidak efektif bahkan amat
menyebalkan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 bahwa
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
Pelayanan publlik merupakan salah satu cabang pembahasan yang cukup
aktual dalam kajian birokrasi. Dimana pelayanan publik adalah pelayanan atau
pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas
umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam
hal ini adalah suatu pemerintahan. Dalam pemerintahan, pihak yang memberikan
pelayanan adalah aparatur pemerintahan beserta segenap kelengkapan
kelembagaannya. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang
tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan
terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak
kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu
diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan
yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
Pelayanan publik dengan demikian dalam rangka pemenuhan kebutuhan
dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu
barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Adapun
penyelenggaranya adalah lembaga dan petugas pelayanan publik baik
Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan publik. Penerima pelayanan publik adalah orang perseorangan dan
atau kelompok orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban
terhadap suatu pelayanan publik.
3Perkembangan dunia perekonomian saat ini sangat mempengaruhi pola
pikir individu untuk bekerja lebih giat guna mendapatkan penghasilan yang
sebesar-besarnya yang nantinya akan menjamin individu tersebut terlepas dari
masalah keberuntungannya. Sebagian orang pun mencari pekerjaan yang dapat
memberikan tunjangan-tunjangan lain diluar penghasilan pokoknya perbulan.
Mengingat pentingnya peranan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dalam pembangunan
nasional maka perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan, serta peningkatan
kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktifitas
kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dan
keluarganya dilakukan melalui penyelenggaraan program Pensiun PNS.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertama RI nomor : 388/MP/1960 disebutkan
bahwa “ Perlunya pembentukan jaminan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil dan
keluarganya pada saat mengakhiri pengabdiannya kepada Negara. Program
tersebut ditujukan untuk kesejahteraan hari tua Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), yakni
memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat resiko yang
mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena sudah tua atau
telah mencapai usia tidak produktif lagi untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan yang diembankan kepada peserta atau jaminan keuangan bagi ahli
warisnya apabila peserta tertimpa resiko kematian sebelum mencapai usia
pensiun/tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun.
Pemerintah memberikan tugas penyelenggaraan dan pengelolaan
program dana pensiun kepada PT. TASPEN ( Persero ). Kemudian sejak tanggal
1 April 1989 PT. TASPEN ( Persero ) diberi tanggung jawab yang lebih besar oleh
pemerintah melalui pelimpahan program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh
Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Secara garis besar produk dan
4layanan PT. TASPEN (Persero) adalah pelayanan pembayaran pensiun Pegawai
Negeri Sipil (PNS). Pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dapat dibayarkan secara tunai di Kantor Cabang Utama (KCU) atau Kantor
Cabang (KC) TASPEN, atau dapat juga dibayarkan melalui Kantor Pos dan Bank
yang bekerjasama dengan PT. TASPEN.
Sebagai wujud rasa tanggung jawab atas tugas yang dibebankan, PT.
TASPEN (Persero) memberikan pelayanan pembayaran secara prima kepada
peserta aktif dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan motto layanan 5
(lima) T atau 5 (lima) Tepat yaitu Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat
Tempat dan Tepat Administrasi dan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas
pelayanan. Untuk memberikan penilaian terkait kualitas pelayanan yang diberikan
bagi peserta penerima pensiun PT.TASPEN, maka penelitian ini mengacu pada
teori yang dikemukakan oleh Zeithhaml-Parasuraman-Berry (1990). Untuk
mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada
indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas
pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual
tersebut, ialah :Tangibles yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik
perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.,
Reliability yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang
terpercaya., Responsivess yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.,
Assurance yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam
meyakinkan kepercayaan konsumen., Emphaty yaitu sikap tegas tetapi penuh
perhatian dari pegawai terhadap konsumen
5Pensiun atau purnabakti adalah tahap akhir dari pengabdian seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimana pada tahap ini, pegawai akan meninggalkan
karier, meninggalkan kelekatan dengan organisasi dan menghadapi tekanan masa
pensiun, baik secara fisik, psikologis maupun social. Pada saat memasuki masa
pensiun, pegawai rentan terhadap permasalahan yang timbul akibat transisi dari
masa bekerja ke masa pensiun. Kondisi ini semakin parah ketika pensiunan
tersebut pernah memangku jabatan penting, dimana mereka sudah tidak akan
menerima lagi “perlakuan” istimewa seperti terjadi pada saat mereka masih aktif
bekerja. Masa ini dikenal dengan Post Power Syndrome atau sindroma
kecemasan atas hilangnya kekuasaannya ( Hakim : 2007).
Dana / Gaji pensiun yang menjadi tanggung jawab PT.TASPEN (Persero)
merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya
penghargaan terhadap jasa-jasa para pegawai yang telah mengabdi kepada
negara. Dana pensiun bagi para pegawai yang telah berakhir masa jabatannya
dalam pemerintahan ini merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh
pemerintah. Namun,kondisi yang terjadi timbul beberapa permasalahan dalam
pelayanan administrasi pembayaran gaji pensiun oleh PT.TASPEN kepada
pegawai negeri sipil di kota Makassar. Adapun permasalahan yang terjadi ialah
lambatnya pelayanan pembayaran dan kurang baiknya perilaku pegawai
PT.TASPEN yang tidak menggubris atau menyediakan pelayanan secara tepat
dan cepat bagi pegawai yang hendak mengeluhkan permasalahan pembayaran
gaji pensiunnya. Permasalahan ini diperoleh melalui media online
www.rakyatsulsel.com yang ditulis pada 10 Januari 2014.
Selain itu permasalahan lain yang muncul adalah, adanya masalah terkait
dengan kemampuan dan daya tanggap pegawai di PT.TASPEN dalam
6memberikan pelayanan bagi peserta penerima pensiun. Banyak keluhan yang
disampaikan terkait keterlambatan penyelesaian layanan, serta tidak adanya
jaminan atas waktu penyelesian layanan. . Seorang warga melalui situs berita
online menyampaikan bahwa biasanya untuk layanan yang sama diselesaikan
dalam waktu yang berbeda, hal ini tentunya menimbulkan keluhan dan bentuk
protes dari peserta penerima pensiun (http://beritakotamakassar.com).
Selain itu permasalahan lain yang muncul adalah, adanya masalah terkait dengan
kemampuan dan keandalan kinerja PT.TASPEN disebabkan karena gaji 13 tidak
bisa diterima. Sehingga membuat pihak keluarga merasa pelayanan yang
diberikan oleh PT. TASPEN masih kurang memuaskan, karena masih ditemukan
beberapa kendala baik dalam pengurusan ulang gaji pensiun harus menunggu
waktu yang lama (http://beritakotamakassar.com). Selain masalah tersebut,
Ombudsman RI mendapatkan adanya penyelewengan gaji pensiun yang
melibatkan pihak ketiga. Akibatnya Rp. 1.075.700 jatuh ke pihak ketiga, yang
diakibatkan karena adanya permintaan mutasi gaji pegawai. Oleh karena itu
Ombudsman menduga terjadi kesalahan prosedur pada pihak PT. TASPEN
karena menyetujui permintaan mutasi gaji tanpa melakukan “cross check” kepada
yang bersangkutan melalui telepon (http://www.antarasulsel.com). Setelah
melakukan pengamatan langsung banyak permasalahan yang ditemukan penulis
dalam penelitian dimana dalam pengurusan surat menyurat di PT. TASPEN sikap
yang ditunjukan pegawai yang kurang baik khususnya terkait sikap yang terlalu
kaku dan cuek terhadap proses penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para
penerima layanan dan dimana waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan
kepada pensiun yang telah ditentukan yaitu 45 menit pelayanan,akan tetapi tidak
adanya ketentuan waktu yang jelas dalam melengkapi persyaratan pensiunan.
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yakni 45 menit adalah salah satu kelemahan yang dimiliki PT.TASPEN,
berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima layanan hal ini merupakan
salah satu hal yang sangat meresahkan karena tidak sedikit para penerima
layanan merupakan warga dari luar daerah masyarakat yang ingin segera
menyelesaikan pelayanan yang dibutuhkan.
Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “ Kualitas Pelayanan Pembayaran Gaji
Pensiun Pegawai Negeri Sipil di PT.Taspen (Persero) Kota Makassar”.
I.2 Rumusan Masalah
Sesuai latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian ini adalah
Bagaimana kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil
yang diberikan PT.TASPEN Makassar kepada pihak yang bersangkutan dalam hal
ini penerima gaji pensiun?
I.3 Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil yang diberikan
PT.TASPEN Makassar kepada pihak yang bersangkutan dalam hal ini penerima
gaji pensiun.
I.4 Manfaat Penulisan
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:
81. Manfaat Ilmiah
Merupakan pengalaman berharga serta dapat menambah wawasan dan
pengetahuan peneliti tentang kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun
pegawai negeri sipil yang di berikan PT. TASPEN Makassar.
2. Manfaat Institusi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sebagai masukan
yang berkaitan dengan pengembangan ilmu serta dapat digunakan sebagai bahan
penelitian lanjutan ataupun sebagai bahan pembandingan bagi penelitian dimasa
mendatang.
3.Manfaat praktis
Sebagai bahan informasi bagi stakeholders yang berkaitan langsung maupun tidak






Kualitas berasal dari bahasa latin “QUALIS” yang berarti “seperti
sesungguhnya benda itu”. Menurut ISO (International Organization For
Standarization) 8402, kualitas adalah “totalitas karakteristik kesatuan yang
berkaitan dengan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang disampaikan”.
Karakteristik yang dimaksudkan di atas adalah performansi, keandalan, mudah
dalam penggunaan, estetika, dan pelayanan, dan mudah dioperasikan dan
direparasi. Defenisi di atas mempertahankan mutu dari segi nilai kualitatif dan
kuantitatif. Singkatnya, mutu suatu barang atau jasa yang diberi konsumen
berhubungan dengan kepuasan konsumen menggunakan barang atau jasa
bersangkutan. Bila konsumen puas, mutunya baik, tetapi tidak puas berarti
mutunya jelek. Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan
atau kebutuhan primer atau sekunder konsumen.
Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif
karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan
tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya.
Kualitas menurut Fandy Tjiptono (2004:2) adalah 1) kesesuaian dengan
persyaratan / tuntutan , 2) kecocokan pemakaian, 3) perbaikan atau
penyempurnaan keberlanjutan, 4) bebas dari kerusakan, 5) pemenuhan
kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat, 6) melakukan segala
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sesuatu secara benar semenjak awal, 7) sesuatu yang bisa membahagiakan
pelanggan.
Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, kualitas berarti (1) tingkat baik buruknya sesuatu, (2) derajat
atau taraf ( kepandaian, kecakapan, dsb. ), atau mutu. Kualitas pada dasarnya
merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas
dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal
terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu
terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik,
sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik,
dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator.
Pengertian kualitas lebih luas dikatakan oleh Daviddow & Uttal (dalam
Hardiyansyah 2011:35) yaitu usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi
`kepuasan pelanggan. Kotler (dalam Hardiyansyah 2011:35) yaitu kualitas
merupakan keseluruhan ciri serta sifat dari sutu produk atau pelayanan yang
berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan
atau tersirat.
Menurut Goetsch dan Davis dalam Fandy Tjiptono (2005:110)
mendefinisikan kualitas sebagai “kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, jasa, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau
melebihi pelanggan”.
Sedangkan menurut Sinambela (2010:6) “Kualitas adalah segala sesuatu
yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the
needsof coetumers)”.
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Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan apabila pelayanan
tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila
masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka
pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Karena itu
kualitas pelayanan sangat penting dan selalu focus kepada kepuasan pelanggan.
Kepuasan pelanggan menurut Fitzsimmons (dalam Hardiyansyah 2011:36)
kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah persepsi masyarakat akan kenyataan
dari reallitas yang ada dibandingkan denganharapan-harapan yang ada. Atau
adanya perbedaan antara harapan konsumen terhadap suatu pelayanan yang
diberikan oleh penyedia layanan. Agar persepsi masyarakat terhadap layanan
yang diberikan oleh pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya, perlu
dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara:
1. Mengetahui sejauhmana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia
layanan lainnya, bagi suatu perusahaan hal tersebut sebenarnya
merupakan kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks pelayanan publik
dimana pelayanan dilakukan secara monopolistik dimana konsumen tidak
bisa memilih, maka kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi
ketidak pedulian masyarakat akan layanan/pembangunan yang dilakukan.
2. Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan
dan pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan
yang diberikan atau diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang




Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang,
sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk
memenuhi kebutuhan.
Menurut Kotler dalam Sinambela (2006:4)
“Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya
tidak terikat pada suatu produk secara fisik.”
Didalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Menurut definisi Groonroos (1990:27)
“ Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat
tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya
interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang
disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk
memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan.”
Menurut Drs. Indriyo Gito Sudarmo, M. Com Hons (1996:9)
“Pelayanan merupakan bagian dari kegiatan pemasaran yang dilakukan
oleh suatu perusahaan yang dapat dirasakan oleh semua orang yang
memiliki kebutuhan dan kebutuhan itu dilihat didefinisikan dan kemudian
dilayani oleh perusahanaan guna mencapai kepuasan pelanggan.”
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Monir (2003:16), mengatakan bahwa
“pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara lansung.”
Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( 1993 ),
mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan
dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat.
Prasojo ( 2006:18)
“Pelayanan merupakan respon terhadap kebutuhan manajerial yang hanya
akan terpenuhi kalau pengguna jasa itu mendapatkan produk yang mereka
inginkan.”
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan
bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus)
apa yang diperlukan orang lain”. Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai
sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
II.2.2. Penyelenggaraan pelayanan
Dalam penyelenggaraan pelayanan perlu memperhatikan dan
menerapkan prinsip, standar,pola penyelenggaraan, biaya, pelayanan bagi
penyandang cacat, lanjut usia wanita hamil dan balita, pelayanan khusus, biro jasa
pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan,
penyelesaian pengaduan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan
pelayanan publik. Kesemuanya itu akan dijelaskan di dalam sub bab di bawah ini
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II.2.2.1. Prinsip Pelayanan
Didalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 disebutkan
bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip
sebagai berikut:
a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan.
b. Kejelasan
Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :
 Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
 Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan /
sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik;
 Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.
c. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang
telah ditentukan.
d. Akurasi
Produk pelayanan publlik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
e. Keamanan




Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk
bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian
keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
g. Kelengkapan sarana dan prasarana
Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika).
h. Kemudahan Akses
Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi
telekomunikasi dan informatika.
i. Kedisplinan, kesopanan, dan keramahan
Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah,
serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
j. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah
dan lain-lain.
II.2.2.2. Standar Pelayanan
Setiap pennyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi
penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang
dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati
oleh pemberi atau penerima pelayanan.
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Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004, standar pelayanan,
sekurang-kurangnya meliputi :
1. Prosedur pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan termasuk pengaduan.
2. Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3. Biaya pelayanan
Biaya / tairf pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses
pemberian pelayanan.
4. Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
5. Sarana dan prasarana
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh
penyelenggara pelayanan publik.
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, perilaku yang
dibutuhkan.
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II.2.2.3. Pelayanan Bagi Penyandang Cacat, Lanjut Usia, Wanita Hamil
dan Balita
Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 juga mengatur bahwa
penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan sarana dan prasarana yang
diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi
penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. Dalam hal ini, pemberian
gaji pensiun sebagaian besar diterima oleh para pegawai usia lanjut. Pemberian
pelayanan bagi pegawai usia lanjut ini diatur dalam peraturan diatas sehingga, hal
ini perlu mendapatkan perhatian khusus oleh organisasi pemberi layanan dalam
hal ini PT.TASPEN (Persero).
II.2.3. Asas Pelayanan
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan sebagai
berikut ( Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 ):
a. Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Kondisional
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan
publik dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
d. Partisipatif
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Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.
e. Kesamaan Hak
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
Pemberi dan penerima pelayanan publlik harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing publik.
II.2.4. Bentuk Pelayanan dan Karakterisrik Pelayanan
 Bentuk Pelayanan
Layanan umum yang dilakukan oleh siapapun, bentuknya tidak terlepas dari 3
macam, yaitu: 1) layanan dengan lisan, 2) layanan melalui tulisan, 3) layanan
dengan perbuatan. Ke-3 bentuk layanan itu memang tidak selamanya berdiri
sendiri secara murni, melainkan sering berkombinasi.
a. Layanan dengan lisan
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang
Hubungan Masyarakat ( HUMAS ), bidang layanan informasi dan
bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau
keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
Agar supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang
diharapkan, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh pelaku
layanan, yaitu :
 Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam
bidang tugasnya.
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 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar,
singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka
yang ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
 Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
 Meski dalam keadaan “sepi” tidak “ngobrol” dan bercanda
dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan
melalaikan tugas.
 Tidak melayani orang-orang yang ingi sekedar “ngobrol”
dengan cara yang sopan.
b. Layanan melalui tulisan
Layanan melalui tulisan tulisan merupakan bentuk layanan yang paling
menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi
juga dari segi peranannya. Apalagi kalau diingat bahwa sistem layanan
pada abad informasi ini, menggunakan sistem layanan jarak layanan
jarak jauh dalam bentuk tulisan. Pada dasarnya layanan melalui tulisan
cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya.
Agar layanan dalam bentuk tulisan dapat memuaskan pihak yang
dilayani, satu hal yang harus diperhatikan ialah faktor kecepatan, baik
dalam pengolahan masalah maupun dalam proses penyelesaiannya
(pengetikan, penandatanganan dan peniriman kepada yang
bersangkutan).
Untuk lebih mempercepat layanan tertulis, dibuat standar blangko
surat, baik standar surat berkepala maupun standar materi bagi
keperluan yang sifatnya rutin. Dibidang pekerjaan perkantoran
standarisasi surat sangat perlu, selain mempercepat pekerjaan, juga
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untuk keperluan : efisiensi waktu dan biaya, kemudahan dalam
pengerjaan dan memperkecil kesalahan.
c. Layanan berbentuk perbuatan
Pada umumnya layanan dalam bentuk perbuatan 70-80% dilakukan
oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena faktor
keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan
terhadap hasil perbuatan atau pekerjaan.
Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidsk terhindar
dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan
bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak
dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum ( kecuali yang
khusus dilakukan melalui hubungan tulis, karena faktor jarak ).
Tujuan utama orang yang berkepentingan ialah mendapatkan
pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan
sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.
 Karakteristik Pelayanan
Menurut Zethaml&Haywood Farmer dalam Warella (1997:17),
mengatakan ada tiga karakteristik utama tantang pelayanan, yaitu :
1. Intangibility berarti bahwa pelayanan pada dasarnya bersifat
performance dan hasil pengalaman dan bukannya objek. Kebanyakan
pelayanan tidak dapat dihitung, diukur, diraba atau dites sebelum
disampaikan untuk menjamin kualitas. Berbeda dengan barang yang
dihasilkan oleh suatu pabrik yang dapat dites kualitasnya sebelum
disampaikan pada pelanggan.
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2. Heterogenity berari pemakai jasa atau klien atau pelanggan memiliki
kebutuhan yang sangat heterogen. Pelanggan dengan pelayanan yang
sama mungkin mempunyai prioritas berbeda. Demikian pada
performance sering bervariasi dari suatu prosedur ke prosedur lainnya
bahkan dari waktu ke waktu.
3. Inseparability berarti bahwa produksi dan konsumsi suatu pelayanan
tidak terpisahkan. Konsekuensinya di dalam industri pelayanan kualitas
tidak direkayasa ke dalam produksi di sektor pabrik dan kemudian
disampaikan kepada pelanggan. Kualitas terjadi selama interaksi
antara klien dan penyedia jasa.
II.3. Konsep Kualitas Pelayanan
II.3.1. Pengertian Kualitas Pelayanan
Berbicara mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan hanya
ditentukan oleh pihak yang melayani saja tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak
yang dilayani, karena merekalah yang menikmati layanan sehingga dapat
mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan-harapan mereka dalam
memenuhi kepuasannya. Atep Adya Barata (2006:38)
Sedangkan kualitas pelayanan mengacuh kepada pengertian:
1. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik, langsung maupun
aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberi kepuasaan
atas pengguna produk itu.
2. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan. Gasperz (1995:5)
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Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari:
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas;
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melalukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial,
dan lain-lain;
f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima
pelayanan publik.
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas
pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi
yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih
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strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan
karakteristik langsung dari suatu produk,seperti:
a. Kinerja (performance);
b. Keandalan (reliability);
c. Mudah dalam penggunaan ( ease of use);
d. Estetika (esthetics), dan sebagainya.
Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala
sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting
the needs of customers).
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang
lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman mengemukakan bahwa
pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok:
a. Kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk;
b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan.
Agar pelayanan yang diberikan berkualitas tentu saja kedua kualitas
dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak dapat memenuhi
kedua kualitas tersebut sehingga pelayanan publiknya menjadi kurang
memuaskan.secara terinci Master dalam Dadang Julianta mengemukakan
berbagai hambatan dalam pengembangan sistem manajemen kualitas, antara
lain:
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1. Ketiadaan komitmen dari manajemen;
2. Ketiadaan pengetahuan dan kekurang pahaman tetang manajemen
kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani;
3. Ketidak mampuan aparatur mengubah kultur yang mempengaruhi kualitas
manajemen pelayanan pelanggan;
4. Ketidak tepatan perencanaan manajemen kualitas yang dijadikan
pedoman dalam pelayanan pelanggan;
5. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan;
6. Ketidak mampuan membangun learning organization, learning by the
individuals dalam organisasi;
7. Ketidak sesuaian antara struktur organisasi dengan kebutuhan;
8. Ketidak cukupan sumber daya dan dana;
9. Ketidak tepatan sistem penghargaan dan balas jasa bagi karyawan;
10. Ketidaktepatan mengadopsi prinsip manajemen kualitas kedalam
organisasi;
11. Ketidaktepatan dalam memberikan perhatian pada pelanggan,baik internal
maupun eksternal;
12. Ketidak tepatan dalam pemberdayaan dan kerja sama.
Selanjutnya. Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam budiman
berpendapatan terdapat lima indikator pelayanan publik,yaitu reliability yang
ditandai pemberian pelayanan yang tepat dan benar; tangibles yang ditandai
dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya; responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen
dengan cepat; assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral
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dalam memberikan pelayanan, dan empati, yang tandai tingkat kemauan untuk
mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.
Lebih lanjut lagi ada sepuluh dimensi tolak ukur kualitas pelayanan yaitu:
1. Tangibles, fasilitas fisik,peralatan personil dan komunikasi.
2. Reliability, kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan pelayanan
yang dijanjikan dengan tepat.
3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung
jawab terhadap mutu pelayanan yang diberikan.
4. Competence, tuntutan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang
baik oleh aparatur dalam memberi pelayanan.
5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap
keinginan konsumen, serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi.
6. Credibility, sikap jujur dalam sertiap upaya untuk menarik kepercayaan
masyarakat.
7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai
bahaya dan resiko.
8. Access, untuk mengadakan kontak dan pendekatan.
9. Communications, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara,
keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.
10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk mengetahui
kebutuhan pelanggan.Zethaml (1990:21-22)
Menurut Zeithhaml-Parasuraman-Berry (1990:26), untuk mengetahui
kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator
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ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan
menurut apa yang dikatakan konsumen. Kelima dimensi servqual tersebut, yaitu :
1. Tangibles : kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran,
komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi.
2. Reliability : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan
pelayanan yang terpercaya.
3. Responsivess : kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan
konsumen.
4. Assurance : kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai
dalam meyakinkan kepercayaan konsumen.
5. Emphaty : sikap tegas tetapi penuh perhatian dan kepedulian dari
pegawai terhadap konsumen.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kualitas pelayanan oleh
Zeithhaml-Parasuraman-Berry (dalam Rakhmat 2009:109) untuk mengetahui
kepuasan pelanggan di PT.TASPEN (Persero) Kota Makassar.
II.4. Pengertian Pembayaran
1) Pembayaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses,
cara, pembuatan membayar. ( 2005:117 ).
2) Pembayaran menurut Hoetomo Umar dalam Kamus Besar Indonesia
adalah pernuatan membayarkan atau membayar (2005:89).
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II. 5 Pensiun
II. 5. 1 Pengertian Pensiun
a. Menurut Kolonel Susilo Martoyo,SE
Pensiunan pegawai adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena
suatu sebab tertentu, dengan ganti rugi yang dilakukan berkali-kali
sebagai jaminan hari tua.(1999:182)
b. Pensiun adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai,
sedangkan uang pensiun adalah uang tunjangan yang diterima tiap-
tiap bulan oleh karyawan sesudah ia berhenti bekerja atau oleh
istri(suami) atau anak-anaknya yang belum dewasa kalau ia meninggal
dunia.Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:850)
c. Pensiun menurut Hoetomo Umar adalah uang sara, sudah tidak
bekerja lagi dan mendapat uang sara/ uang pensiun.Kamus Besar
Indonesia (2005:380)
Menurut pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh peserta pensiun
setiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasanya
selama bekerja.
II. 5. 2 Pengertian Dana Pensiun
a. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. (UU No.
11 Tahun1992).
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b. Dana pensiun adalah suatu lembaga yang mengelola program pensiun
yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada karyawan
perusahaan terutama yang sudah pensiun.Y.Sry Susilo dkk,
(2000:190)
Berdasarkan dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program
yang menjanjikan manfaat dan memberikan kesejahteraan kepada karyawan
suatu perusahaan terutama yang sudah pensiun.
II. 6 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pegawai negeri sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwewenang
dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan perundang-undangan
yang berlaku.
Sebagaimana tercantum dalam peraturan yang berlaku (UU Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepegawaian negara adalah hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan,
tugas, hak, kewenangan dan tanggung jawab sumber daya manusia selaku
penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas pegawai negeri dan bukan
pegawai negeri. Dalam kepegawaian negara, pegawai negeri adalah salah satu
unsur sumber daya manusia penyelenggara sistem administrasi negara.
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Kepegawaian pegawai negeri sebagai abdi masyarakat yang terwujud dalam
pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat,abdi negara
yang memiliki fungsi strategis dalam mengemban misi perjuangan bangsa
mewujudkan cita-cita, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu maju,
mandiri, aman, adil, dan sejahtera yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pegawai Negeri Sipil dibagi atas:
 Pegawai Negeri Sipil Pusat
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai
Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga pemerintah non-Departemen
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah
Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk
menyelenggarakan tugas negara lainnya.
 Pegawai Negeri Sipil Daerah
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai
Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah,
atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah mereka yang:
 Bekerja pada Departemen Lembaga Pemerintahan Non Departemen
(LPND). Sekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, Instansi TNI dan
Kepolisian.
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 Bekerja pada Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota.
 Diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom dan organisasi
yang menyelenggarakan pelayanan publik lainnya.
 Menyelenggarakan tugas negara lainnya.
 Gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
II. 7 Kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil di PT.
TASPEN ( Persero) Makassar
Kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil di PT.
TASPEN ( Persero) Makassar adalah salah satu tata cara yang dilakukan PT.
TASPEN ( Persero ) dalam memberikan pelayanan pembayaran pensiun
kepada para pesertanya setelah para peserta melengkapi syarat-syarat yang
telah ditetapkan.
II. 8 Kerangka Pikir
Dari landasan teori yang telah dikemukakan Menurut Zeithhaml-
Parasuraman-Berry (dalam Rakhmat, 2009:109), untuk mengetahui kualitas
pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran
kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk
mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga
memudahkan penulis mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan
memahami kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil di
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabaang Utama Makassar.
III.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di PT. TASPEN JL. Bonto Lempangan No. 27 Kota
Makassar sebagai penyelenggaraan dan pengelolaan program dana pensiun.
III.3 Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam peneltian ini yaitu tipe penelitian
deskriptif, dimana tipe penelitian deskriptif adalah penyelidikan yang dilakukan
terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan
atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu penulis
menggunakan tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberi
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti yaitu tentang




Unit analisis dalam penelitian ini yaitu organisasi dalam hal ini PT.TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Utama Makassar.
III.5 Jenis Data
Jenis data yang dapat didapatkan dari penelitian kualitatif yaitu:
1. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi
dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.
Dimana data yang dperoleh secara langsung dari PT. TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Utama Makassar.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dan literatur
dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi yaitu PT.
TASPEN Makassar khususnya Kepala Bidang Pelayanan dengan
permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian berupa
bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan – laporan penelitian.
III.6 Narasumber atau informan
Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang
berpotensi untuk memberikan informasi tentang bagaimana pelayanan
administrasi pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil yang di berikan PT.
TASPEN Makassar, yaitu :
34
a) Unit Pelaksana di PT. TASPEN Makassar
- Kepala Bidang Pelayanan
- Kepala Seksi Layanan dan Manfaat
- Kepala Seksi SDM
b) Penerima gaji pensiun
III.7 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan
data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang
dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang
akan dilakukan.
2. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh
keterangan yang relevan dengan objek peneletian.
3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder.
III.8 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif
yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau uraian pembahasan
berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung,
observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam
kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam
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pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang
berperan selaku pendukung data yang lain, seperti: sejarah ringkas instansi,
struktur organisasi, data lain yang berhubungun dengan penelitian.
III.9. Fokus penelitian
Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data untuk
menyamakan pemahaman dan cara pandang karya ilmiah ini. Fokus penelitian
merupakan penjelasan dari kerangka pikir. Kualitas pelayanan publik terkait
dengan beberapa indikator yang sekaligus dijadikan sebagai fokus penelitian,
sebagai berikut:
1. Tangibles : salah satu aspek penting yang harus ditampilkan yang
harus ditampilkan atau diwujudkan adalah adanya penampilan fisik
berupa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan
pelayanan tersebut.
2. Reliability : kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan
yang terpercaya.
Nawawi dan Hadari (1990:121) menjelaskan bahwa keterampilan,
keahlian dan kemampuan harus dimiliki aparatur dalam mencapai misi
suatu organisasi yaitu bukan saja keterampilan teknis dalam mengisi
suatu pekerjaan tetapi juga aparatur memiliki hubungan manusawi
(human skill) harus jelas manifestasinya sesuai dengan lapangan
pekerjaan/jabatan memerlukannya, terutama untuk suatu pekerjaan
yang banyak berkomunikasi/ berinteraksi langsung dengan orang lain,
baik di dalam maupun di luar organisasi.
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3. Responsivess Daya tanggap yang diperlihatkan oleh petugas atau
pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan
salah satu aspek penting dalam memberikan kepuasan kepada
masyarakat yang dilayani. Prosedur pelayanan yang harus dilalui
setiap orang yang membutuhkan pelayanan pada instansi ini cukup
mudah dan sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dilayani maupun petugas
yang memberikan pelayanan.
4. Assurance: Dimana pegawai PT. TASPEN dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat harus bersifat sopan dan ramah dalam
memberikan pelayanan. Jaminan merupakan salah satu dimensi yang
digunakan untuk melaksanan pelayanan pada sebuah organisasi.
5. Emphaty: Dalam pelaksanaan pelayanan pada dasarnya lebih tertuju
pada aspek manusia dalam organisasi, yaitu sikap dan perilaku yang




GAMBARAN UMUM PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama
MAKASSAR
IV.1. Sejarah PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar
PT. DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI (PERSERO)
adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan pemerintah untuk
menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan Pegawai Negeri / Peserta dan keluarganya melalui Sistem Asuransi
Sosial Pegawai Negeri.
Awal mula pendirian PT. Taspen (Persero) dirintis melalui Konferensi
Kesejahteraan Pegawai Negeri yang berlangsung tanggal 25-26 Juli 1960 yang
dihadiri oleh semua Kepala Urusan Pegawai dan seluruh departemen. Hasil
konferensi tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama
Republik Indonesia nomor 338/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara
lain menetapkan untuk merencanakan serta membentuk Asuransi Sosial bagi
Pegawai Negeri dan keluarganya yang akan mengakhiri pengabdiannya terhadap
Negara.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 didirikan
Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN
TASPEN), yang kemudian pada tahun 1970 berdasarkan SK Menteri Keuangan
RI Nomor Kep. 749/MK/IV/11/1979 berubah statusnya menjadi Perusahaan
Negara Umum atau Perum Taspen. Selanjutnya berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum
Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan
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atau Persero, maka dengan Akte Notaris Ny. Imas Fatimah, SH Nomor 3/1982
tanggal 4 Januari 1982 didirikanlah PT. TASPEN (PERSERO).
Dalam usahanya untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial, baik Dana
Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi para Pegawai Negeri Sipil,
PT TASPEN (Persero) didirikan pada tanggal 17 April 1963 berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 15/1963. Kemudian status hukum PT TASPEN
disesuaikan menjadi Perum TASPEN berdasarkan Menteri Keuangan No. 794/IV/
11/1970 tanggal 18 November 1970. Selanjutnya dengan PP No. 26 / 1981
Perum TASPEN diubah bentuknya menjadi PT TASPEN ( Persero ) Sebagai
lembaga bisnis dengan mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dalam
berbagai bentuk investasi guna membiayai roda opersinya sekaligus untuk
mengamankan dana tersebut bagi kepentingan pembayaran pensiun dan
tabungan hari tua PNS. Dewasa ini, PT TASPEN mempunyai komitmen yang
selalu meningkatkan Profesionalisme dibidang Asuransi, Pelayanan, Investasi,
Pengelolaan Keuangan, Investasi serta pengelolaan Teknologi Informasi.
Adapun tujuan pendiri PT TASPEN adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan pegawai negeri, khusus pada saat mencapai usia pensiun.
Sejak tahun 1987, PT TASPEN diberikan kepercayaan untuk
menyelenggarakan program pensiun kepada PNS. Selain kepada PNS, PT
TASPEN juga melakukan pembayaran pensiun bagi penerima Pensiun Pejabat
Negara, penerima tunjangan Perintis Kemerdekaan, penerima Tunjangan
Veteran, penerima Uang Tunggu dan penerima pensiun Anggota TNI / POLRI.
PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar berdiri pada
tahun 1988. Gedung yang terletak di Jalan Botolempangan 27 dengan luas tanah
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2.803 m2 dan luas bangunan 2.400 m2 ini diresmikan Gubernur KD Tk I H.ZB
Palaguna pada tanggal 14 April 1993.
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KD-02/DIR/UP.6/2014
tanggal 10 Januari 2014. Terhitung mulai 01 Maret PT. TASPEN Kantor Cabang
Utama Makassar dipimpin oleh Wisnu Subiantoro dan dalam tugasnya beliau
didampingi oleh Wakil Ketua Cabang Makassar Tawab,MM. Berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor KD-01/DIR/UP.6/2014 tanggal 10 Januari 2014.
Terhitung mulai tanggal 01 Februari 2014 dalam melaksankan tugasnya
operasionalnya Kepala dan Wakil Kepala Cabang Utama Makassar di bantu oleh:
Kepala Bidang terdiri 3 (tiga) yaitu:
1. Bidang Pelayanan
2. Bidang Keuangan
3. Bidang Personallia dan Umum
Kepala Seksi terdiri dari 6 (enam) yaitu:
1. Kepala Seksi Administrasi Data Peserta
2. Kepala Seksi Penetapan Klim
3. Kepala Seksi Keuangan
4. Kepala Seksi Administrasi Keuangan dan Verrifikasi SPJP
5. Kepala Seksi Umum
6. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia
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IV.2. Visi, Misi, Kebijakan Mutu dan Ruang Lingkup Penerapan ISO
9001:2008 PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar
 Visi
“Menjadi pengelola Dana Pensiun dan THT serta jaminan sosial lainnya yang
terpercaya”.
 Misi
“Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan
stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas
dan Etika yang tinggi”.
Tata nilai yang terkandung dalam Misi tersebut diatas berarti bahwa Insan
Taspen senantiasa menjunjung tinggi Tata Nilai sebagai sesuatu yang
berharga serta menjadi pedoman standar berperilaku (Code of Conduct) yang
merupakan energi dan motivasi untuk maju menuju Visi Perusahaan. Tata
Nilai Taspen yaitu:
Tumbuh
Taspen mengembangkan diri dan mampu mengikuti tuntutan perubahan yang
terjadi baik karena tuntutan lingkungan internal maupun eksternal.
Etika
Taspen melayani peserta dan keluarganya dengan ramah, santun, rendah
hati, sabar dan manusiawi.
Profesional
Taspen bekerja dengan profesional berdasarkan Target Mutu Pelayanan 5T




Taspen dalam melaksanakan pekerjaan dapat ditelusuri berdasarkan sistem
dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Integritas
Taspen senantiasa konsisten dalam memegang amanah dan melaksanakan
janjinya sebagaimana yang dituangkan dalam Visi dan Misi Perusahaan.
 Kebijakan Mutu Perusahaan
PT. TASPEN (Persero) menjalankan seluruh aktivitas perusahaan dalam
memberikan layanan kepada peserta dan stakeholder lainnya
berkomitmen:
“Menjadikan Pengelola Kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara dengan
berupaya terus menerus secara berkelanjutan melakukan inovasi dan
reformasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan manfaat kepada
peserta, sehingga layanan yang diberikan dapat melebihi dari harapan
peserta (Delighted Costumer Service).
Untuk mendukung komitmen tersebut perusahaan menerapkan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) sesuai standar ISO 9001:2008.
Perusahaan bertekad dan selalu berusaha untuk berkomitmen dengan
cara memberdayakan setiap insan PT. TASPEN agar:
a. Menjalankan Visi dan Misi Perusahaan dengan mengedepankan
Nilai-Nilai Perusahaan.




 Tepat Tempat dan
 Tepat Administrasi
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c. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan
profesional dan sarana dan prasarana yang memadai.
d. Memanfaatkan teknologi IT dalam meningkatkan layanan, antara
lain : Aplikasi SIM Gaji, ACB( Air Circiut Breaker), SAP( System
Aplication Produck), E-Dapem, E-Klim, Mobil Layanan TASPEN, E-
Karip, E-SPT.
 Ruang Lingkup Penerapa ISO 9001:2008
TASPEN merapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) untuk Proses Bisnis
Inti Perusahaan yaitu:
“Pelayanan Klim Maksimal Satu Jam Dengan Dukungan Data Yang
Akurat”.
Tabel IV.1
Sasaran Mutu PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama
Makassar Tahun 2015
No. Sasaran Mutu Target
1. Penyelesaian Klim Satu Jam ≥ 98%
2.
Pembayaran Klim THT(Tabungan Hari
Tua) dan Pensiun Non Dapem Sesuai
Tanggal Rencana Bayar
≥ 98%
3. Penyelesaian Keluhan Pelanggan 100%
4. Kualitas Data Peserta (Aktif dan Pensiun) ≥ 99,5%
5. Tingkat Kepuasan Pelanggan ≥ 92 %
(Sumber: PT. TASPEN Makassar 2015)
Berdasarkan data tabel sasaran mutu PT.TASPEN (Persero) Kantor Cabang
Utama Makassar diatas maka, dapat diketahui dalam penyelesaian Klim Satu Jam
target sasaran nutu PT.TASPEN ialah sama dengan atau lebih besar dari 98%,
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dalam pembayaran Klim THT (Tabungan Hari Tua) dan Pensiun Non Dapem
Sesuai Tanggal Rencana Bayar ialah sama dengan atau lebih besar dari 98%,
dalam penyelesaian keluhan pelanggan ialah 100%, dalam hal kualitas data
peserta (Aktif dan Pensiun) ialah sama dengan atau lebih besar dari 99,5%, dalam
hal akurasi data peserta (Aktif dan Pensiun) ialah dengan deviasi kurang lebih
0,5%, sedangkan tingkat kepuasan pelanggan ialah sama dengan atau lebih besar
dari 92%. Dari data diatas dapat kita simpulkan bahwa sasaran mutu PT.TASPEN
(Persero) Kantor Cabang Utama Makassar sudah tergolong baik dengan melihat
pencapaian yang telah diraih yang tidak jauh dari target yang ditetapkan yakni
100% (pencapaian terbaik).
IV.3. Struktur Organisasi PT. TASPEN (Persero) KCU Makassar ( Terlampir)
a. Kepala Kantor Cabang Utama Makassar
1. Koordinasi dan pembinaan yang dapat mendukung mutu pelayanan demi
kepuasan peserta dan karyawan untuk Kantor Cabang Utama dan Kantor
Cabang di wilayahnya, yang meliputi:
a) Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi
b) Pelayanan
c) Keuangan
d) Audit Mutu Internal dan
e) SDM dan Umum
2. Pencapaian kinerja Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang di
wilayahnya.
3. Penagihan iuran PFK (Perhitungan Fihak Ketiga), dan Pengendalian
kolektibilitas iuran/premi KCU/KC(Kantor Cabang Utama/ Kantor Cabang).
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4. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data peserta serta pencetakan kartu peserta
THT (Tabungan Hari Tua) dan Pensiun.
5. Sosialisasi peningkatan citra perusahaan di mata masyarakat dan
Pengelolaan keterlanjuran bayar termasuk pengurusan sampai ke BUPLN
dan penagihan Saldo Uang Pensiun (SUP).
6. Pengelolaan kas dan perpajakan Kantor Cabang dan evaluasi kinerja mitra
bayar pensiun.
7. Pembinaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di unit
kerjanya.
8. Penyusunan Laporan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan), PoA
(Plan of Action) dan evaluasi SOP unit Penyelesaian tindak lanjut temuan
audit internal dan eksternal di lingkungan unit kerjanya.
b. Wakil Kepala Kantor Cabang
1. Perencanaan dan pengendalian kegiatan KCU.
2. Pengelolaan kegiatan operasional KCU.
3. Penyelenggaraan tugas yang dapat mendukung mutu pelayanan demi
kepuasan peserta untuk KCU, meliputi:
a) Tinjauan Manajemen
b) Audit Mutu Internal
c) Tindakan koreksi & pencegahan
d) Kontrol dokumen dalam data
e) Teknik statistik
f) Pengendalian catatan mutu SDM dan umum
4. Pemutakhiran dan rekonsiliasi data peserta.
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5. Sosialisasi dan koordinasi dengan Lembaga pemerintah dan organisasi
kemasyarakatan untuk peningkatan pelayanan.
1. Bidang Keuangan
Hari pertama masa OJT (On the Job Training) tanggal 18 Agustus -
03 Oktober 2014, penulis ditempatkan di bidang keuangan. Bidang
keuangan dikepalai oleh Kepala Bidang Keuangan dan membawahi 2
seksi yaitu seksi Kas Keuangan dan seksi administrasi keuangan yang
masing – masing di kepalai oleh kepala seksi.
1.1 Seksi Kas Keuangan :
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Kas keuangan meliputi:
a. Proyeksi Cash Flow
Merupakan pernyusunan rencana kebutuhan dana untuk 1 (satu)
bulan kedepan yang kemudian disusun lagi berdasarkan
persentase pertanggal aktif dari dari pengalaman masa lalu / tahun
lalu dan dikirim setiap tanggal 10 bulan berkenaan untuk proyeksi
bulan berikutnya.
b. Penerimaan dan Pengeluaran Bank / Kas
Untuk membiayai pengeluaran KCU Makassar, diterbitkan Nota
Amanat, yaitu media perintah yang dibuat oleh KCU Makassar
yang ditujukan ke Kantor Pusat untuk menarik sejumlah dana dari
rekening Kantor Pusat sebagai central account untuk keuntungan
rekening Kantor Cabang.
c. Kasir Non Dapem
Tugas Kasir Non Dapem adalah menerima dan menghitung uang
dari bank. Kemudian setelah voucher SPP (Surat Permintaan
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Pembayaran) Langsung diterima oleh kasir, dilakukanlah
pembayaran klim yang diajukan oleh pensiun, kemudian
memposting voucher-voucher tersebut untuk dibuatkan Laporan
Harian Kas.
d. Pertanggungjawaban Pembayaran Pensiun Non Dapem
Setelah pensiun dibayarkan kepada penerima yang berhak, KCU
kemudian membuat Daftar Pertanggungjawaban Pembayaran
Pensiun (DP3) Non Dapem untuk semua kelompok pensiun dalam
beberapa rangkap. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) asli
beserta lampirannya disampaikan ke bidang BKN (Badan
Keuangan Negara) setempat sebagai bagian dari SPJP
bendaharawan pensiun Kantor Cabang Utama. Lembar tembusan
ke-2 untuk arsip kantor cabang dan lampiran berkenaan disimpan
pada dosir pensiun.
e. Proses Penyelesaian SPP Tidak Langsung
Setelah voucher diterima dari bagian Penetapan Klim, Keuangan
kemudian membuatkan Cek Pos dan Bukti Transfer. Selanjutnya
voucher diposting dan dibuatkan DP Pensiun dan THT. Langkah
terakhir adalah membuat Bilyet Giro (BG) untuk dikirim ke Kantor
Bayar masing-masing pensiun.
f. Pertanggungjawaban Pensiun atas dasar Dapem.
Setelah menerima Laporan Petanggungjawaban (LPJ) dari Kantor
Bayar, selanjutnya dilakukan perekaman Damu I, II, III dari Kantor




Untuk mencocokkan transaksi bank / SGG Giro Kliring dengan
transaksi yang ada pada Buku Besar Perusahaan.
1.2 Seksi Administrasi Keuangan :
Administrasi Keuangan meliputi:
a. Pengadministrasian SSBP(Surat Setoran Bukan Pajak) Premi
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi
Pengadministrasian SSBP Premi dilakukan untuk memantau
apakah Premi PNS sudah disetor ke KPPN dan untuk memantau
jumlah dana yang telah disetorkan oleh masing-masing PEMDA.
- Premi PNS sebesar 3,25 % untuk THT
- Iuran PNS sebesar 4,75 % untuk Pensiun
- SSBP adalah sarana bagi bagian Keuangan Pemda untuk
menyetor premi/IWP 10 % ke KPPN
- SSBP paling lambat diterima oleh KPPN tanggal 5 setiap
bulannya
- Copy SSBP akan dikirim ke bidang Keuangan kantor cabang
setiap bulannya untuk kegiatan monitoring
b. Penyusunan Neraca Saldo Kantor Cabang
Bidang Keuangan wajib membuat Laporan Keuangan berupa
Neraca Saldo yang dibuat di akhir bulan pada saat Buku
Kas/Bank/Giro Pos ditutup, setelah rekonsiliasi Bank / Giro Pos
dilakukan. Laporan bulanan berupa Neraca Saldo (program
Asuransi dan Pensiun) dicetak dan dilaporkan ke Kantor Pusat
Divisi Anggaran dan Akuntansi minimal tanggal 5 setiap bulannya
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2. Bidang Umum Dan Sumber Daya Manusia
Bidang Umum dan SDM dikepalai oleh Kepala Bidang Umum dan SDM
dan membawahi dua seksi yaitu Seksi Umum dan Seksi SDM yang
masing-masing dikepalai oleh kepala seksi.
1.3 Seksi Umum
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Umum meliputi :
a. Kehumasan
Berdasarkan SK-07/DIR/2010, kehumasan adalah suatu fungsi
yang berperan dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi,
khususnya mengenai ketaspenan kepada manajemen, pemegang
saham, peserta, dan masyarakat serta berperan sebagai event
organizer dari setiap kegiatan perusahaan.
b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pengadaan barang adalah pengadaan sesuatu yang berwujud
dalam bentuk jadi yang dilakukan melalui usaha fabrikasi,
distribusi, atau pengadaan yang langsung dapat dipergunakan,
dimanfaatkan, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan
perusahaan. Pengadaan jasa adalah pengadaan sesuatu dalam
bentuk prestasi pihak lain yang dilakukan melalui jasa untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan. Pengadaan barang/jasa wajib
menerapkan prinsip Efisien, Efektif, Terbuka dan Bersaing,
Transparan, Adil dan tidak diskriminatif serta Akuntabel.
Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan melalui
mekanisme penunjukan langsung, pemilihan langsung, dan
pelelangan. Kebutuhan barang dan/atau jasa diajukan oleh
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masing-masing unit kerja pengguna barang dan/atau jasa kepada
unit kerja Umum di Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama / Kantor
Cabang yang sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP).
c. Aset Perusahaan
Suatu kegiatan dalam suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan
dengan baik apabila perusahaan tersebut tidak memiliki item-item
pendukung kegiatan yang disebut dengan aset. Aset adalah
segala peralatan yang menjadi faktor pendukung utama
berjalannya kegiatan operasional perusahaan yang mempunyai
nilai ekonomi yang dapat dikonversikan kedalam bentuk uang,
seperti tanah, gedung, kendaraan, komputer, peralatan kantor, dan
sebagainya.
d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
Program ini merupakan suatu program dari pemerintah
(Kementrian BUMN) untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil
agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari
bagian laba BUMN sekaligus sebagai program pemberdayaan
kondisi sosial masyarakat yang diatur dalam peraturan Menteri
Negara dan BUMN Nomor: PER/05/MBU/2007 tanggal 27 April
2007.
Sumber pendanaan dari program kemitraan dan bina lingkungan
(PKBL) ini berasal dari penyisihan laba BUMN termasuk saldo
dana PKBL tahun sebelumnya yang merupakan sumber
pendanaan utama dalam merealisir terwujudnya pemerataan
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kehidupan perekonomian masyarakat melalui kemitraan dengan
para pengusaha kecil, koperasi, dan lingkungan masyarakat
sekitarnya.
Kriteria dasar dari program kemitraan adalah:
1. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun
2. Telah mempunyai potensi dan prospek usaha untuk
dikembangkan
3. Mempunyai asset minimum Rp. 200 juta (diluar tanah dan
bangunan)
4. Omset penjualan pertahun maksimum Rp. 1 Milyar
5. Belum pernah akses pada perbankan (Non Bankable)
WNI dan mempriositaskan pensiunan PNS
1.4 Seksi SDM
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi SDM meliputi :
a. Penggantian Pengobatan Karyawan
Penggantian/bantuan pengobatan diberikan berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor: SK-13/DIR/2009 tanggal 16 Maret 2009
tentang Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan Karyawan. Bantuan
biaya perawatan kesehatan adalah bantuan biaya kesehatan yang
diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dan/atau keluarga
yakni suami/istri dan dua orang anak yang masuk dalam
tanggungan karyawan. Jenis-jenis bantuan perawatan yang
masuk dalam daftar tanggungan perusahaan antara lain rawat
jalan, rawat inap, persalinan, Keluarga Berencana (KB), kacamata,
dll. Pengobatan karyawan akan diganti dengan syarat yang
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bersangkutan harus menyerahkan bukti pembayaran/kuitansi tidak
lebih dari sebulan sejak tanggal penerbitan bukti
pembayaran/kuitansi. Kuitansi pengobatan yang diserahkan juga
haruslah berisi informasi yang terdiri dari jenis pemeriksaan, jenis
obat yang diberikan, serta biaya pengadaan bahan (misalnya
untuk gigi palsu, dsb). Penggantian biaya pengobatan di KCU
Makassar biasanya diberikan setiap hari selasa dan kamis.
b. Cuti Karyawan
Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja dalam jangka waktu
tertentu yang diberikan oleh perusahaan sesuai ketentuan yang
berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.Taspen
(Persero) Nomor: SK-42/DIR/2008 yang mengatur tentang Cuti
Karyawan, maka waktu jatuh tempo cuti karyawan adalah tanggal
dan bulan karyawan diangkat sebagai calon karyawan, karyawan
tetap, dan karyawan yang diperbantukan. Dalam melaksanakan
cuti, karyawan diberikan tunjangan cuti pada saat jatuh tempo cuti.





- Cuti Diluar Tanggungan Perusahaan
- Cuti Alasan Penting
- Cuti Bersama
c. Pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
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Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Taspen (Persero)
Nomor: SK-25/DIR/2009, surat perintah perjalanan dinas adalah
surat perintah melaksanakan tugas dinas keluar tempat
kedudukan perusahaan yang diterbitkan oleh Pejabat/Direksi yang
berwenang. Perjalanan dinas terbagi dua, yaitu dinas dalam negeri
dan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari
perjalanan dinas yang dilakukan dalam kota (menggunakan SPT)
dan perjalanan dinas luar kota (menggunakan SPPD). Dalam
melaksanakan perjalanan dinas, karyawan diberikan biaya
perjalanan dinas secara lumpsum dan definitif yang terdiri dari
biaya transportasi, biaya penginapan, uang makan, uang saku,
dan uang angkutan setempat.
d. Upah Lembur
Kerja lembur merupakan kegiatan perusahaan yang dilaksanakan
diluar jam kerja yang penetapannya diatur berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Nomor: SK-32/DIR/2008. Kerja lembur terdiri
dari:
- Kerja lembur biasa, yaitu kerja lembur pada hari kerja
(maksimal 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam hari kerja dari
Senin hingga Jumat)
- Kerja lembur luar biasa, yaitu kerja lembur yang dilaksanakan
pada hari libur (maksimal 6 jam dalam 1 hari libur)
Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan minimal 2 (dua) jam
dalam sehari dan 14 (empat belas) jam dalam seminggu.
Pembayaran upah lembur karyawan dilakukan pada awal bulan
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bersamaan dengan gaji sedangkan untuk tenaga kontrak
dilakukan seminggu sekali.
3. Bidang Layanan Dan Manfaat
Bidang layanan dan manfaat dikepalai oleh Kepala Bidang dan
membawahi 2 seksi, yaitu seksi layanan dan seksi kepesertaan yang
masing – masing di kepalai oleh kepala seksi.
1.5 Seksi Penetapan Klim
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Layanan Meliputi:
Dalam hal penerimaan SPP klim petugas wajib melakukan
pemeriksaan dan penelitian mengenai kelengkapan berkas sesuai dengan
persyaratan pengajuannya sebelum dibayarkan. Kemudian dilanjutkan
dengan penelitian keabsahan SPP klim dan penelitian kekurangan
pembayaran
1.6 Seksi Data Peserta dan Pemasaran (DPP)
Adapun tugas dan tanggung jawab Seksi Data dan pemasaran (DPP)
Meliputi :
Terdiri dari pengelolaan data peserta aktif dan pengelolaan data
peserta pensiun. Pengelolaan data peserta aktif yaitu pendataan peserta
PNS dan BUMN mengenai perubahan data finansial yang meliputi SKG,
KGB, kenaikan/penurunan pangkat, mutasi luar daerah, dll. Pengelolaan
data peserta pensiun meliputi perubahan data tunjangan anak, kantor
bayar, dll. Pemeliharaan data harus dilakukan secara kontinyu dan





B. Tidak Langsung/ Transfer
C. Konfirmasi Instansi
IV.4 Proses Layanan Pada Peserta Taspen Makassar











C. Mutasi Kantor Bayar & Keluarga
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Diri & SK Asli Pensiun
Mengambil Uang Klim
di Kantor Kas Bank BRI




IV.5 Program Kerja KCU Makassar
Laporan Keuangan Taspen KCU Makassar terdiri dari penyelesaian dan
pembayaran klim program Asuransi PNS Pusat, PNS Daerah Otonom, BUMN
dan pendapatan premi program Pensiun bulan Desember 2014, seperti berikut:
Pembayaran Program Pensiun (DAPEM) Desember 2014
Tabel IV.2
Menurut Kelompok Pensiun
No. Kelompok Pensiun Jumlah (Orang) Jumlah (Rupiah)
1. SIPIL PUSAT 34.556 75.467.462.600
2. PEJABAT NEGARA 205 262.270.400
3. HAKIM 187 466.539.200
4. PNS DAERAH OTONOM 45.757 114.988.294.300
5. TNI/POLRI 7.984 11.602.331.900
6. VETERAN 9.099 15.076.113.700
7. DANA KEHORMATAN 1.116 837.000.000
8. PKRI 3 4.947.000
9. PNS EX PEGADAIAN 6 12.333.300
10. PT. KAI EX PNS DEP HUB 0 0
JUMLAH 98.913 218.729.625.500
(Sumber: Bagian Keuangan PT. TASPEN 2014 )
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Berdasarkan data Pembayaran Program Pensiun (DAPEM) Desember
2014 diatas maka, dapat kita ketahui bahwa dalam pembayaran kelompok pensiun
sipil pusat, jumlah penerima pensiun ialah 34.556 orang dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp 75.467.462.600, pada kelompok pensiun pejabat negara,
jumlah penerima pensiun ialah 205 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
262.270.400, pada kelompok pensiun Hakim, jumlah penerima pensiun adalah
187 orang, dengan jumlah pembayaran Rp 466.539.200, pada kelompok pensiun
PNS Daerah Otonom, jumlah penerima pensiun ialah 45.757 orang dengan jumlah
pembayaran Rp. 114.988.294.300, pada kelompok pensiun TNI/POLRI, jumlah
penerima pensiun ialah 7.984 orang, dengan jumlah pembayaran
Rp.11.602.331.900, pada kelompok pensiun Veteran, jumlah penerima pensiun
ialah 9.099 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.15.076.113.700, pada
kelompok pensiun Dana Kehormatan, jumlah penerima pensiun ialah 1.116 orang,
dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 837.000.000, pada kelompok pensiun
PKRI, jumlah penerima pensiun ialah 3 orang dengan jumlah pembayaran sebesar
Rp. 4.947.000, pada kelompok pensiun PNS EX Pegadaian , jumlah penerima
pensiun ialah 6 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.12.333.300, pada
kelompok pensiun PT.KAI EX PNS Departemen Perhubungan tidak ada peserta
penerima pensiun per Desember 2014. Adapun jumlah penerima Pembayaran
Program Pensiun (DAPEM) per Desember 2014 ialah 98.913 orang dengan jumlah
keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 218.729.625.500.
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Tabel IV.3
Pembayaran Program THT Desember 2014
No. Uraian Jumlah (Rupiah)




( Sumber : Bagian Keuangan PT. TASPEN )
Berdasarkan data tabel pembayaran Program THT (Tabungan Hari Tua) per
Desember 2014 diatas maka, dapat diketahui bahwa Jumlah Pembayaran PNS
Pusat atau Daerah Otonom ialah sebesar Rp 10.057.249.214, Jumlah
Pembayaran BUMN ialah sebesar Rp 27.789.445, jumlah pembayaran
PELIINDO/POSINDO/MSG ialah sebesar Rp 4978.761.800. adapun jumlah





















JUMLAH 257.787.651.950 376.552.330.798 1.119.058.109.480
( Sumber : Bagian Keuangan PT.TASPEN )
Berdasarkan tabell penerimaan premi bulan desember 2014 diatas maka, dapat
diketahui bahwa pada instansi BUMN, jumlah pembayaran presmi THT (tabungan
hari Tua) sebesar Rp 146.751.315, jumlah premi pensiun Rp 0, sehingga jumlah
premi BUMN ialah sebesar Rp. 146.751.315, pada instansi PNS Daerah Otonom
jumlah premi THT (tabungan hari tua) ialah sebesar Rp 214.122.750.619, jumlah
premi pensiun ialah sebesar Rp 312.948.635.520, sehingga jumlah premi PNS
Daerah Otonom sebesar Rp 98.825.884.901. pada instansi PNS Pusat, jumlah
premi THT (tabungan hari ta=ua) ialah sebesar Rp.43.512.523.081, jumlah premi
pensiun ialah sebesar Rp 63.595.226.046, sehigga jumlah premi PNS Pusat ialah
Rp 20.082.702.965, pada instansi PNS diperbantukan jumlah premi THT
(tabungan hari tua) ialah sebesar Rp 5.662.934, jumlah premi pensiun ialah
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sebesar Rpn8.468.232 sehingga jumlah premi PNS Diperbantukan ialah sebesar
Rp 1.119.058.109.480. Jumlah Penerimaan Prremi THT (tabungan hari tua) bulan
desember 2014 atas 4 instansi peserta penerima pensiun ialah sebesar Rp
257.787.651.950. Jumlah Penerimaan Prremi Pensiun bulan desember 2014 atas
4 instansi peserta penerima pensiun ialah sebesar Rp376.552.330.798, sehingga




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1 Hasil Penelitian
V.1.1 Tangible ( Bukti Fisik )
Tangible merupakan kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik
perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi.
Dengan demikian bukti fisik salah satu indikator yang sangat penting dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dalam hal fasilitas
yang secara nyata terlihat. PT. TASPEN Makassar sebagai asuransi sosial dan
melaksanakan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil. Dalam tugas ini
senantiasa berusaha meningkatkan nilai layanan dan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil sebagai tugas yang telah diamanatkan oleh pemerintah. Disamping
didukung dengan personil atau pegawai yang ada, dalam melaksanakan tugas dan
fungsi PT. TASPEN Makassar juga didukung dengan tersedianya sarana dan
prasarana sebagai berikut:
Tabel V.1
Sarana dan Prasarana PT. TASPEN Makassar
No. Nama Barang Jumlah Kondisi
1. Komputer 51 Unit Baik
2. Peralatan Kantor 125 Unit Baik
3. Mobil Pelayanan 2 Unit Baik
( Sumber : PT. TASPEN Makassar )
Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana yang terdapat di PT.
TASPEN Makassar diharapkan dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pegawai
PT. TASPEN Makassar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
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masyarakat. Diungkapkan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala
Seksi Layanan dan Manfaat PT. TASPEN Makassar beliau mengatakan bahwa :
“Alhamdulilah, sarana dan prasarana di PT. TASPEN ini semuanya sudah
sangat baik dan memadai seperti gedung yang bagus, ruang pelayanan
yang nyaman, terlihat bersih dan rapi, disamping itu juga fasilitasnya lebih
lengkap dan sangat menunjang dalam pelaksanaan pelayanan, anda bisa
lihat mulai dari Mobil Pelayanan kami setiap jam 07.45 sudah stand by dan
kami juga memerhatikan alat-alat kantor seperti komputer dimana kita
menggantinya tiap 5 tahun sekali dan masa perawatannya setiap setahun
sekali.” (Wawancara, 11 Mei 2015)
Mengenai fasilitas lainnya seperti ruang tunggu, tempat informasi berupa
kotak saran dan keluhan yang disediakan PT. TASPEN Makassar salah satu
masyarakat yang sedang dalam proses pengurusan pengajuan Klim
mengungkapkan bahwa ruang tunggu tempat informasi berupa kotak saran dan
keluhan yang disediakan sudah sangat baik. Berikut hasil wawancara penulis
dengan salah satu pengguna jasa ibu FR, beliau mengatakan bahwa:
“ Menurut saya sarana dan prasarana sudah cukup baik semua fasilitas
memadai dan mendukung dalam pelaksanaan pelayanan. Ruang tunggu
yang disediakan sudah nyaman, bersih dan rapi dan tempat informasi
berupa kotak saran maupun keluhan itu sudah sangat baik dan memadai
dan saya lihat petugas semuanya memiliki komputer masing-masing.”
(Wawancara 12 Mei 2015)
Dari hasil wawancara diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
fasilitas dalam pelayanan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil ini
memuaskan, ini dapat kita lihat dari segi sarana dan prasarananya sudah sangat
memadai sehingga pelayanan yang akan diberikan kepada penerima pelayanan
dalam hal ini pensiun merasa nyaman dengan ruang tunggu yang nyaman, bersih
dan rapi sehingga dalam pengurusan Klim pensiun merasa nyaman sambil
menunggu antrian
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V.1.2 Reliability ( Kehandalan )
Reliability berkaitan dengan kemampuan dan keandalan untuk
menyediakan pelayanan yang terpercaya. Dimana keterampilan, keahlian dan
kemampuan harus dimiliki aparatur dalam mencapai misi suatu organisasi yaitu
bukan saja keterampilan teknis dalam mengisi suatu pekerjaan tetapi juga memiliki
hubungan manusiawi harus jelas manifestasinya sesuai dengan lapangan
pekerjaan yang membutuhkannya , terutama untuk suatu pekerjaan yang banyak
berkomunikasi/ berinteraksi langsung dengan orang lain, baik didalam maupun
diluar organisasi.
Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan masyarakat akan menurun
apabila jasa yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi komponen atau
unsur dimensi reliability ini merupakan kemampuan PT.TASPEN Makassar dalam
menyediakan dan memberikan layanan yang terpercaya.
Berikut merupakan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala
Bidang Pelayanan PT. TASPEN :
“Dalam hal kompetensi itu setiap bulannya kita mengadakan pelatihan
sikap melayani masyarakat agar karyawan bisa memahami tugas dan
fungsinya dari posisi mereka , menciptakan suasana bersahabat bahkan
mampu berkomunikasi dengan baik kepada pelanggan.” (Wawancara 11
Mei 2015)
Bukan hanya dari pihak PT. TASPEN yang merasakan hal tersebut,
namun dari pihak yang penerima pensiun. Berikut hasil wawancara yang
diungkapkan oleh Bapak BP yang mengurus uang pensiun:
“ Menurut saya kemampuan dan kecakapan petugas di kantor ini dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah cukup baik saya
merasa puas karena petugas mampu memberikan informasi secara
spontan bahkan kemampuan berkomunikasi sudah sangat bagus .”
(Wawancara 12, Mei 2015)
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Hal ini didukung pula dengan hasil wawancara dengan Ibu S yang
mengungkapkan bahwa:
“....pegawai disini cukup terampil melaksanakan tugasnya, mereka
menguasai hal yang dikerjakan dengan baik”
Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan
bahwa dalam dimensi kehandalan ini yaitu berkaitan dengan kinerja pegawai yang
harus sesuai dengan harapan pelanggan dalam menyediakan dan memberikan
layanan yang terpercaya yang berarti pegawai mampu bekerja sesuai tanggung
jawab dan telah memahami tugas dan fungsinya. Secara garis besar para
karyawan telah memahami tugas dan fungsi dari posisi mereka dan mampu
berkomunikasi dengan pelanggan dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal ini pensiun.
V.1.3 Responsiveness ( Daya Tanggap )
Responsiveness merupakan kesanggupan untuk membantu dan
menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap
keinginan konsumen. Daya tanggap yang diperlihatkan oleh petugas atau pegawai
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu aspek
penting dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Prosedur
pelayanan yang harus dilalui setiap orang yang membutuhkan pelayanan pada
instansi ini cukup mudah dan sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan
dilaksanakan baik oleh masyarakat yang dilayani maupun petugas yang
memberikan pelayanan.
Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana mendetail,
membina, mengarahkan dan membujuk bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme
kerja yang berlaku dalam suatu organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat
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respon positif. Adapun standar operasional prosedur (SOP) dalam proses layanan
pada peserta TASPEN Makassar dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar V.1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PERSYARATAN LAYANAN
KLIM OTOMATIS































1. Formulir Permintaan Pembayaran ( FPP )
2. Pas Fhoto 3 x 4 sebanyak 2 lembar
3. Fotocopy Buku Tabungan/Rekening
4. NPWP
5. Fotocopy KTP/Identitas yang berlaku
Berdasarkan gambar diatas, prosedur pelayanan pada peserta TASPEN melalui
beberapa tahap mulai dari penginputan data sampai penerima pensiun
menyelesaikan semua persyaratan yang telah ditentukan PT. TASPEN dan
diselesaikan dalam waktu 45 menit , berikut merupakan hasil wawancara penulis
kepada Kepala Bidang Pelayanan PT. TASPEN Makassar :
“waktu yang diperlukan dalam proses pengurusan pensiun atau klim
lainnya sudah terlaksana sesuai dengan standar operasional (SOP)
diperlikan watu 45 menit setelah dokumen diserahkan ke petugas
pelayanan, adakalanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pihak bank
jika pensiun tersebut memilik banyak hutang dan dokumen belum lengkap
maka proses penyelesaian bisa lebih dari 45 menit atau bisa sampai
beberapa hari tergantung permasalahan yang dihadapi.” (Wawancara 12
Mei 2015)
Adapun wawancara penulis terhadap Bapak SN dalam pengurusan pensiun beliau
mengatakan bahwa :
“Menurut saya waktu penyelesaian sudah cukup baik setelah saya
melengkapi semua persyaratan pensiunan, dokumen saya serahkan
kepetugas setelah mendapatkan nomor antrian dan langsung diproses
oleh petugas pelayanan. Saya rasa petugas sudah memberikan pelayanan
tepat waktu, kemungkinan yang menjadi kendala adalah berkas yang
belum lengkap sehingga waktu penyelesaian pelayanan tertunda.”
(Wawancara 12 Mei 2015)
Hal ini didukung pula dengan pernyataan salah seorang pensiunan Bapak Hn yang
mengungkapkan bahwa:
“Pelayanan disini sudah cukup baik, daya tanggap pegawainya sudah
baik, kita cukup menyampaikan apa yang ingin diurus maka secara sigap
pegawai akan menjelaskan prosedur dan kelengkapan berkas yang
dibutuhkan, waktu pelayanannya saja yang tidak menentu tergantung
cepat atau tidaknya kita memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, hal
inilah yang biasanya menjadi keluhan kami karena, banyak juga yang dari
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daerah dan jika ada berkas yang kurang maka harus bolak balik lagi dan
membutuhkan biaya yang lebih”.
Dari hasil wawancara Kepala Bidang Peayanan maupun mayarakat dalam
hal ini penerima pensiun bahwa dalam keadaan normal pelayanan dalam
pengurusan pensiun yang dilakukan di PT. TASPEN Makassar berjalan baik
artinya disini baik dari peserta selaku pemohon pensiun dan karyawan selaku
pemberi pelayanan sama-sama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Namun berdasarkan hasil penelitian dalam waktu penyelesaian proses layanan
memang cukup baik hanya saja lama menunggu antrian jika banyak yang datang
mengurus pensiun namun dalam penyelesaian pelayanan terlaksana sesuai
dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh PT. TASPEN Makassar dalama
45 menit selesai pemerosesan.
V.1.4 Assurance (Jaminan)
Assurance menyangkut kemampuan dan keramahan serta sopan santun
pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen dengan memberikan jaminan
kepada masyarakat seperti pelindungan data. Dimana pegawai PT. TASPEN
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bersifat sopan dan
ramah dalam memberikan pelayanan.
Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan masyarakat akan menurun
apabila jasa yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi komponen atau
unsur dimensi assurance ini merupakan kemampuan PT.TASPEN Makassar
dalam memberikan jaminan layanan yang terpercaya. Berikut merupakan
wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pelayanan PT.
TASPEN :
“Dalam memberikan pelayanan yang terpecaya kepada penerima
pelayanan, banyak yang kami lakukan dimana yang pertama itu dari segi
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iuaran pegawai yang kami pungut terus kami simpan dibank demi
meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hal ini pensiun, itu yang kami
jaga karena di TASPEN ada 2 iuran dimana pogram pensiun yang dikelola
oleh pemerintah sedangkan THT dikelola oleh TASPEN, kedua itu data
penerima pesiun itu kita jaga dan pelihara, setiap bulan kita melakukan
data pegawai.” (Wawancara 11 Mei 2015)
Dari pihak penerima layanan PT.TASPEN berdasarkan hasil wawancara dengan
ibu Rd mengungkapkan bahwa:
“ Pelayanan disini (PT.TASPEN) menurut saya masih kurang
memberikan jaminan bagi pelanggannya, karena terkadang satu layanan
yang sama biasanya diselesaikan dengan tengnggang waktu yang
berbeda, padahal seharusnya layanan yang sama bisa diselesaikan
dengan jangka waktu yang sama, Seperti sekarang saya sedang
mengurus biaya pensiun suami saya yang baru meninggal dunia, dari
kemarin belum selesai padahal kemarin ada teman sudah langsung
selesai. jadi setiap mengurus ke sini (PT.TASPEN) saya selalu
menyiapakan diri untuk kemungkinan penyelesaian layanan yang kurang
terjamin lamanya.”
Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Sr yang menyatakan bahwa:
“Kalau mengurus disini kita tidak bisa pastikan berapa lama karna
terkadang kalau masih ada berkas yang kurang harus diurus lagi, jadi
saya rasa tidak ada jaminan atas pelayanan disini (PT.TASPEN)”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pihak PT.TASPEN telah
melakukan upaya untuk dapat memberikan jaminan dalam pemberian
pelayanannya dengan memperbaiki kesejahteraan pegawai, hanya saja
berdasakan pendapat penerima layanan hal ini masih kurang efektif karena
mereka masih menemui permasalahan dalam pemberian jaminan penyelesaian
pelayanan yang dibutuhkan oleh para pensiunan ini.
V.1.5 Empathy (Empati)
Empati merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai
terhadap konsumen. Dalam pelaksanaan pelayanan pada dasarnya lebih tertuju
pada aspek manusia dalam organisasi, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap yang
dimaksudkan disini ialah sikap karyawan yang mudah dihubungi, komunikasi yang
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baik dan ramah kepada masyarakat, memahami kebutuhan/ keinginan pelanggan
dan melayani dengan ramah dan sopan. Sikap tegas tetapi penuh perhatian juga
diterapkan di PT. TASPEN demi memenuhi kebutuhan para pensiun. Dengan
demikian PT. TASPEN mengadakan pelatihan masalah sikap,tingkah laku dalam
menghadapi dan melayani peserta yang dilakukan setiap bulannya guna
memberikan pelayanan yang maksimal kepada para peserta. Berikut merupakan
hasil wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Bidang Pelayanan, beliau
mengungkapkan bahwa:
“Sikap perhatian yang diberikan pegawai PT. TASPEN dalam melayani
para peserta sudah kami sosialisasikankepada seluruh pegawai, hanya
saja penerapan pada setiap pegawai berbeda-beda, terkadang ada yang
beriskap baik, sangat baik ataupun masih kurang. Jadi semuanya kembali
kepada pegawainya, tetapi masalah penyampaikan sikap yang baik dan
benar sudah kami berikan kepada seluruh pegawai”
Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah seorang peserta
pelayanan Bapak A , beliau mengungkapkan bahwa:
“ Sikap empati pegawai disini (PT.TASPEN) sudah cukup baik, hanya saja
terkadang ada juga pegawai yang bersikap terlalu tegas dan terkesan
tidak peduli dengan kendala yang dihadapi untuk melengkapi berkas-
berkas yang diminta. Tapi tidak semua juga seperti itu hanya dalam
beberapa kondisi saja”
Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu RA yang mengungkapkan
bahwa”
“ Pegawai disini sudah cukup baik sikapnya, mereka juga perhatian
kepada para penerima layanan, hanya saja terkadang juga ada yang
terkesan terlalu tegas terkait berkas-berkas yang biasanya diurus, itulah
yang biasa menyulitkan dan membuat pelayanan biasanya terhambat”.
Dari Hasil wawancara dengan pihak terkait dapat diketahui bahwa pihak
PT.TASPEN telah melakukan upaya yang cukup baik untuk meningkatkan rasa
empati para pegawainya hanya saja para penerima layanan masih merasakan
sikap yang kurang baik khususnya terkait sikap yang terlalu kaku terhadap proses
penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para penerima layanan. Dan
berdasarkan yang dilapangan sikap ramah dan sopan santun pegawai dalam
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memberikan pelayanan masih kurang baik dimana dalam pengurusan layanan
banyak pihak pegawai ada yang menujukkan sikap dan tingkah laku yang kurang
baik seperti dalam pengurusan penyelesaian klim pegawai terhadap penerima
yang mengeluh terkait pelayanan yang diberikan pegawai.
V.2 Pembahasan
V.2.1 Tangible
Tangible yaitu faktor fasilitas fisik, peralatan atau sarana dan pegawai yang
dimiliki suatu organisasi. Kualitas layanan adalah bentuk aktualisasi nyata secara
fisik dapat terlihat atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan penggunaan dan
pemanfaatannya yang dirasakan membantu pelayanan yang diterima oleh orang
yang menginginkan pelayanan., sehingga puas atas pelayanan yag dirasakan,
yang sekaligus menunjukkan prestasi kerja atas pemberian pelayanan yang
diberikan (Parasuraman, 2001:32).Bukti fisik sebuah organisasi yang meliputi
sarana dan prasarana pendukung dalam organisasi adalah salah satu poin penting
yang harus diperhatikan karena hal tersebut adalah kesan pertama yang akan
diterima oleh penerima layanan organisasi.
Tangible atau bukti langsung berupa bentuk pelayanan bukti fisik biasanya
berupa sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia. Berpedoman dengan hasil
penelitian yang telah penulis lakukan, maka dimensi tangible atau bukti langsung
yang berupa kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di PT. TASPEN
(Persero) Makassar sudah memadai hal ini di ungkapkan berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Seksi Layanan dan Manfaat
yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana sudah sangat memadai seperti
ruang tunggu yang sangat nyaman, bersih dan rapi serta fasilitas yang lengkap di
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berikan oleh PT. TASPEN Makassar sehingga berakibat kepada kepuasan
pensiun yang sedang dan telah melakukan pengurusan pensiun itu sendiri.
Keberadaan sarana seperti kelengkapan alat kantor dan ruang kerja beserta
fasilitas pendukung seperti ruang tunggu adalah merupakan upaya yang dilakukan
oleh organisasi untuk memberikan kenyamanan dan rasa puas terhadap
pelayanan yang diberikan bagi masyarakat.
Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan pengguna jasa layanan
yang mengatakan bahwa sarana dan prasarana di PT. TASPEN sudah baik semua
fasilitas memadai dan mendukung pelaksanaan pelayanan dan ruang tunggu yang
yang disediakan sudah nyaman, bersih dan rapi. Berdasarkan hasil pengamatan
langsung semua sarana dan prasarana di PT. TASPEN Makassar sudah baik
dengan tersedianya gedung yang strategis, ruang tunggu yang nyaman, bersih
dan tersedianya kotak keluhan dan saran.
Kondisi Fisik di kantor pelayanan PT.TASPEN yang baik dan lengkap ini
merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh organisasi yang memberikan
pelayanan bagi para penerima pensiun ini, hal ini merupakan hal mutlak yang
seharusnya dimiliki oleh para penyedia layanan bagi masyarakat karena kesan
awal yang diterima oleh para penerima layanan ialah kondisi fisik kantor,beserta
sarana dan pasarana pendukung didalamnya, jika hal ini telah mendapat nilai plus
maka akan mendapat kesan tersendiri bagi para penerima layanan.
Berdasarkah hasil wawancara dengan pegawai dan penerima layanan
serta pengamatan langsung yang dilakukan peneliti dalam penelitian dimensi
tangible atau bukti fisik berupa sarana dan prasarana yang terdapat di PT.
TASPEN Makassar sudah memuaskan masyarakat.
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V.2.2 Reliability
Reliability, dimaksudkan sebagai kemampuan dan keandalan untuk
menyediakan pelayanan yang terpercaya. Untuk itu kualitas yang handal
merupakan harapan pelanggan dalam hal ini pensiun berarti suatu pelayanan
setiap saat dituntut untuk dapat melaksanakan dengan segera melalui cara yang
benar tanpa ada kesalahan didalamnya. Kehandalan atau reliability itu sendiri
menurut Parasuraman (2001:32) adalah setiap pegawai memiliki kemampuan
yang handal, mengetahui mengenai seluk beluk prosedur kerja, mekanisme kerja,
memperbaiki berbagai kekurangan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan
prosedur kerja dan mampu mampu menunjukkan, mengarahkan, dan memberikan
arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yaang belum dimengeri oleh
masyarakat, sehingga memberi dampak positif atas pelayanan tersebut.. Inti dari
kehandalan atau reliability berdasarkan uraian teori diatas merupakan bentuk
kualitas layanan dari kehandalan dalam suatu organisasi dapat ditunjukkan
dengan kehandalan pemberi pelayanan sesuai dengan bentuk-bentuk
karakteristik yang dimiliki oleh pegawai tersebut, sesuai dengan keberadaan
organisasi tersebut sehingga mempengaruhi bentuk kualitas pelayanan dari
organisasi.
Berpedoman dengan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat
disimpulkan bahwa dimensi kehandalan atau reliability pada PT. TASPEN
(Persero) Makassar dalam memberikan pelayanan yang maksimal dengan
kompetensi yang dimiliki karyawan sudah mencapai tingkat kepuasan masyarakat
dalam hal ini penerima pensiun. Hal ini dapat dilihat dengan keterangan para
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penerima layanan penerima pensiun yang menyatakan bahwa para pegawai
sangat menguasai pekerjaan yang dilakukan, ketika para penerima layanan
menyampaikan jenis layanan yang diinginkan maka para pegawai akan
menjelaskan prosedur serta persyaratan yang harus dipenuhi. Hal ini adalah salah
satu indikator yang membuktikan bahwa para pegawai pemberi layanan telah
memiliki kehandalan dalam memberikan pelayanan bagi para penerima pensiun.
Hal ini didukung pula dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh
PT.TASPEN dengan secara berkala memberikan pelatihan bagi para pegawai
untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kerjanya dalam memberikan
pelayanan bagi masyarakat. Upaya ini merupakan langkah yang sangat baik
mengingat PT.TASPEN adalah organisasi yang bergerak dibidang pelayanan
yang senantiasa membutuhkan perbaikan secara terus menerus untuk terus
meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat penggunanya terutama bagi
penerima pensiun.
V.2.3 Responsiveness
Responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan
pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
Daya tanggap berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh
pelanggan termasuk dalam dimensi ini waktu tunggu untuk memperoleh
pelayanan. Definisi daya tanggap menurut Tjiptono (2007:6) yaitu keinginan para
staf dan karyawan untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan
dengan tanggap. Tanggap disini dapat diartikan bagaimana respon organisasi
terhadap segala hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Respon yang
dimaksud sebaik-baiknya cara organisasi dalam menerima entah itu permintaan,
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keluhan, saran, kritik, compalin, dan sebagainya atas pelayanan yang diterima
oleh masyarakat. Hal ini memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana,
mendetail, membina, mengarahkan, dan membujuk, agar menyikapi segala
bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam suatu
organisasi, sehingga bentuk pelayanan mendapat respon positif (Parasuraman
2001:32).
Kegiatan melayani konsumen dengan sebaik-baiknya dalam sebuah
organisasi atau perusahaan tidak sekedar tentang kehandalan organisasi, tetapi
lebih ke yang bagaimana cara organisasi menanggapi masyarakat dalam bentuk
apapun.. Berpedoman dengan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat
disimpulkan bahwa dimensi Responsiveness atau daya tanggap pegawai PT.
TASPEN (Persero) Makassar dalam pengurusan pensiun sudah baik namun ada
beberapa masalah yang dihadapi berdasarkan hasil penelitian dimana waktu
penyelesaian pelayanan yang diberikan kepada pensiun yang telah ditentukan
yaitu 45 menit pelayanan,akan tetapi tidak adanya ketentuan waktu yang jelas
dalam melengkapi persyaratan pensiunan.
Waktu penyelesaian yang biasanya tidak sesuai dengan SOP yang telah
dibuat yakni 45 menit adalah salah satu kelemahan yang dimiliki PT.TASPEN,
berdasarkan hasil wawancara dengan para penerima layanan hal ini merupakan
salah satu hal yang sangat meresahkan karena tidak sedikit para penerima
layanan merupakan warga dari luar daerah masyarakat yang ingin segera
menyelesaikan pelayanan yang dibutuhkan. Pihak PT.TASPEN menyatakan
bahwa keterlambatan ini biasanya terjadi karena ketidaklengkapan berkas
pelayanan yang dibutuhkan. Hal ini seharusnya menjadi bahan perbaikan bagi
organisasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dengan
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menggunakan sistem informasi yang lebih baik agar seluruh masyarakat depat
mengakses informasi terkait prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk
memperoleh pelayanan sehingga keterlambatan penyelesaian layanan dapat
dihindari.
V.2.4 Assurance
Assurance ialah menyangkut kemampuan dan keramahan serta sopan
santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen dengan memberikan
jaminan kepada masyarakat seperti pelindungan data. Sikap yang dimaksudkan
dalam dimensi assurance ini ialah sikap seorang pegawai dalam memberikan
keyakian dan jaminan bagi para penerima layanan bahwa pelayanan akan
diberikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan
atas layanan yang diberikan sangatlah penting bagi penerima layanan karena
pada hakekatnya ketika kita hendak mengurus seuatu maka, adalah wajar ketika
kita ingin mendapatkan jaminan bahwa hal tersebut dapat terpenuhi dan dapat
diselesaikan dengan baik. Hal inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab
sebuah organisasi pemberi layanan untuk memberikan jaminan atas layanan yang
berkualitas bagi masyarakat.
Dimensi ini sangatlah penting kedudukannya karena kepuasan masyarakat
akan menurun apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai yang dijanjikan. Jadi
komponen atau unsur dimensi assurance ini merupakan kemampuan PT.TASPEN
Makassar dalam memberikan jaminan layanan yang terpercaya. PT.TASPEN
telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki permasalahan tersebut
dengan memperbaiki kesejahteraan pegawai, hal ini dirasa penting karena dengan
upaya tersebut diharapkan kinerja aparat pegawai dapat meningkat. Namun,
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melihat kondisi yang terjadi seharusnya PT.TASPEN meninjau kembali dan
melalukan upaya-upaya lain untuk menangangi keluhan dan permasalahan dalam
dimensi assurance ini.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa
dimensi ini masih kurang maksimal dilaksanakan. Adapun yang menjadi titik
kelemahan dari PT.TASPEN ialah tidak adanya jaminan atas penyelesaian
pelayanan bagi masyarakat, yang seringkali terjadi ialah waktu penyelesaian untuk
layanan yang sama dapat diselesaikan dengan jangka waktu yang berbeda
sehingga tidak sedikit penerima layanan yang memberikan keluhan terkait hal
tersebut.
V.2.5 Empati
Empati merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai
terhadap konsumen. Dalam pelaksanaan pelayanan pada dasarnya lebih tertuju
pada aspek manusia dalam organisasi, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan
petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap yang
dimaksudkan disini ialah sikap karyawan yang mudah dihubungi, komunikasi yang
baik dan ramah kepada masyarakat, memahami kebutuhan/ keinginan pelanggan
dan melayani dengan ramah dan sopan.
Sikap tegas tetapi penuh perhatian juga diterapkan di PT. TASPEN demi
memenuhi kebutuhan para pensiun. Dengan demikian PT. TASPEN mengadakan
pelatihan masalah sikap,tingkah laku dalam menghadapi dan melayani peserta
yang dilakukan setiap bulannya guna memberikan pelayanan yang maksimal
kepada para peserta. Berdasarkan kebijakan dari PT.TASPEN terkait sikap dan
perilaku kerja pegawai maka secara berkala dilaksanakan pelatihan untuk
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meningkatkan kemampuan dan sikap kerja para pegawai. Hal ini adalah upaya
yang sangat baik untuk dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dimensi empati ini juga
merupakan salah satu hal yang menjadi kekurangan PT.TASPEN dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi keluhan
masyarakat ialah bahwa para penerima layanan masih merasakan sikap yang
kurang baik khususnya terkait sikap tegas atau terkesan terlalu kaku terhadap
proses penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para penerima layanan. Para
penerima pensiun mengungkapkan bahwa ada saja pegawai yang bersikat terlalu
kaku dan terkesan tidak fleksibel terkait pemenuhan persyaratan pelayanan bagi
masyarakat. Tidak sedikit para penerima layanan adalah merupakan warga dari
luar daerah makassar sehingga ketika ada berkas yang kurang maka harus bolak
balik untuk dapat menyelesaikan pelayanan yang diinginkan. Menurut keterangan
beberapa sumber ada pegawai yang terkesan sangat kaku sehingga
menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, hal ini adalah wajar bagi
seorang pegawai untuk melakukan hal tersebut hanya saja para pegawai harus
tetap memperhatikan kondisi masyarakat apalagi jika mereka adalh orang-orang
luar daerah yang pasti sangat lelah dalam perjalanan untuk mendapatkan
pelayanan dari PT.TASPEN.
Dimensi Empati ini adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan
oleh sebuah organisasi, sikap dan perilaku pegawai merupakan gambaran baik
buruknya sebuah organisasi maka, sudah seharusnya bagi organisasi seperti
PT.TASPEN untuk lebih meningkatkan sikap empati para pegawainya agar dapat
memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat pengguna layanannya.
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Dari teori kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithhaml-
Parasuraman-Berry (dalam Rakhmat 2009:109),ada lima dimensi kualitas
pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen yaitu Tangibles, Reliability
,Responsivess , Assurance ,Emphaty. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan di PT.TASPEN Kota Makassar dan dibahas pada bagian sebelumnya
maka dapat diketahui bahwa kualitas di PT.TASPEN sudah cukup baik namun
masih memiliki kekurangan pada beberapa bagian. Adapun bagian yang masih
memiliki kelemahan ialah pada dimensi responsiveness, assurance dan empathy.
Dimensi ini masih dirasa kurang baik berdasarkan hasil wawancara dengan para
penerima layanan pensiunan yang menyatakan bahwa dalam memberikan
pelayanan pihak PT.TASPEN terkadang tidak dapat menyelesaikan pelayanan
sesuai dengan yang dijanjikan sehingga hal ini juga berdampak bagi dimensi
assurance pelayanan yang diberikan karena tidak mampu memberikan jaminan
pelayanan yang baik bagi penerima layanan, selain itu sikap empati yang masih





Kualitas pelayanan pembayaran gaji pensiun pegawai negeri sipil di
PT.Taspen (Persero) Kota Makassar berdasarkan dimensi servqual Zeithhaml-
Parasuraman-Berry (1990:26) dapat disimpulkan bahwa dimensi Tangible ( Bukti
Fisik ) di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Utama Makassar sudah
memuaskan dengan ketersediaannya gedung yang strategis, ruang tunggu yang
nyaman dan bersih. Dimensi Reliability ( Kehandalan ) PT. TASPEN (Persero)
Kantor Cabang Utama Makassar berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah
memiliki kehandalan yang baik dalam memberikan pelayan bagi masyarakat.
Dimensi Responsiveness (Daya Tanggap ) dalam proses pengurusan pensiun
atau klim masih ada keterlambatan dalam proses penyelesaian sehingga
Responsiveness PT.TASPEN masih dikategorikan buruk. Dimensi Assurance (
Jaminan ) masih kurang maksimal dilaksanakan. Adapun yang menjadi titik
kelemahan dari PT.TASPEN ialah tidak adanya jaminan atas penyelesaian
pelayanan sesuai dengan SOP penyelesaian klim 45 menit bagi masyarakat, yang
seringkali terjadi ialah waktu penyelesaian untuk layanan yang sama dapat
diselesaikan dengan jangka waktu yang berbeda sehingga tidak sedikit penerima
layanan yang memberikan keluhan terkait hal tersebut. Dimensi Empathy ( Empati
) ini juga merupakan salah satu hal yang menjadi kekurangan PT.TASPEN dalam
memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi keluhan
masyarakat ialah bahwa para penerima layanan masih merasakan sikap yang
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kurang baik khususnya terkait sikap yang diberikan pegawai yang terlalu kaku
terhadap proses penyelesaian pelayanan yang diinginkan oleh para penerima
layanan.
VI.2 SARAN
Dalam meningkatkan kenyamanan dan memberikan kesan pertama yang baik
bagi para penerima layanan PT.TASPEN sebaiknya organisasi melakukan
perawatan dan pengembangan atas sarana dan prasaran yang telah dimiliki
dengan harapan bahwa para pegawai maupun para penerima layanan dapat
nyaman berada di lingkungan PT.TASPEN kota Makassar.
Dalam hal peningkatan kehandalan pegawai, upaya pemberian pelatihan secara
berkala yang telah dilakukan sebaiknya dijaga dan tetap dilaksanakan untuk
mengembangkan kemampuan dan kehandalan pegawai sehingga dapat
menghasilkan pelayanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.
Dalam hal daya tanggap pelayanan sebaiknya pihak PT.TASPEN kota Makassar
melakukan perbaikan dengan melakukan pendidikan dan diklat bagi para pegawai
bukan hanya mengenai konteks pekerjaan namun, juga mengenai sikap dan
perilaku kerja dalam melayani masyarakat. Dengan pemberian banyak pelatihan
diharapkan dapat meningkatkan daya tanggap pegawai dalam menyelesaikan
pelayanan yang dibutuhkan.
Dalam hal jaminan pelayanan, pihak PT.TASPEN sebaiknya melalukan perbaikan
internail yaitu memberikan pendidikan bagi para pegawai terkait attitude kerja agar
dapat memberikan sikap dan perhatian yang lebih baik bagi masyarakat penerima
layanan PT.TASPEN selain itu, upaya ini juga dapat didukukng dengan membuat
portal informasi yang dapat memberikan akses informasi yang baik bagi
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masyarakat terkait informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan yang
disediakan sehingga terjadi hubungan yang baik dan pemberian layanan dapat
lebih efektif dan efisien bagi pihak pemberi maupun penerima layana PT.TASPEN.
Dalam hal sikap empati, adapun upaya yang harus dilakukan ialah dengan
melakukan kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang berupa
mendekatkan para pegawai dengan masyarakat Misalnya acara amal, olahraga
dan lain-lain. Hal ini sangat bermanfaat dan patut untuk dicoba karena sikap
empati tidak dapat tumbuh dengan memberikan pelatihan semata tetapi juga harus
langsung berhubungan dengan masyarakat dan memahami masyarakat secara
langsung sehingga kita dapat memahami bagaimana seharusnya melayani
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Jumlah Karyawan KCU Makassar :
Kepala Cabang Utama : 1 orang
Wakil Kepala Cabang : 1 orang
Kepala Bidang : 3 orang
Kepala Seksi : 6 orang
Pelaksana : 40 orang
Jumlah Pegawai 51 orang
Laki-laki : 31 orang
Perempuan : 20 orang
Jumlah 51 orang
PER GOLONGAN :
Gol 12 : 1 orang
Gol 11 : 1 orang
Gol 9 : 3 orang
Gol 7 : 3 orang
Gol 6 : 8 orang
Gol 5 : 17 orang
Gol 4 : 6 orang
Gol 3 : 12 orang
51 orang
PENDIDIKAN :
S 2 : 1 orang
S 1 : 30 orang
D3 : 2 orang
SMA : 18 orang
51 orang
Kawin : 34 orang
Blm Kawin : 15 orang
Janda : 2 orang






WAKIL KEPALA CABANG UTAMATAMBOS HUTABARAT
NIK. 1987.1964.1082
GOL. XI/7 , S2
(Ruang Tunggu Di Kantor PT. TASPEN )
(Mobil Layanan PT. TASPEN)
(Proses Layanan Peserta) (Prosedur & Persyaratan Layanan)
